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ABSTRAK : Fungsi DPRD Kabupaten Soppeng dalam pembentukan 
perda Partisipatif masih kurang efektif karena hanya pada tahapan dengar 
pendapat (public hearing), Sosialisasi, dan Evaluasi. Faktor yang 
menghambat dalam pembentukan Peraturan daerah partisipatif di 
Kabupaten Soppeng adalah : Faktor Sumber Daya Manusia dan Faktor 
Anggaran.  
Kata Kunci : Pembentukan Perda Partisipatif 
 
PENDAHULUAN 
Perubahan pertama terhadap UUD 1945 terjadi pada tanggal 19 
Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR yang berlangsung tanggal 14-21 
Oktober 1999. Dalam perubahan ini terjadi pergeseran kekuasaan 
Presiden dalam membentuk Undang-undang, yang diatur dalam Pasal 5, 
berubah menjadi presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang 
dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 
Undang-undang (Pasal 20). Perubahan pasal ini memindahkan titik berat 
kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden, 
beralih kepada DPR. Rumusan Pasal 20 (baru) mengatur sebagai berikut : 
1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 
Undang-undang 
                                                          
1 Penulis adalah Dosen STISIPOL Petta Baringeng Soppeng, Mahasiswa 
Program Doktor Program Pascasarjana Ilmu Hukum Angkatan 2012  pada Universitas 
Hasanuddin Makassar.   
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2) Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 
3) Jika rancangan undang-undang itu tidak dapat mendapat persetujuan 
bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi 
dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 
4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah 
disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 
tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, 
rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan 
wajib diundangkan. 
Secara umum dipahami oleh masyarakat, bahwa fungsi DPR 
meliputi fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budget. Diantara 
ketiga fungsi itu, biasanya yang paling menarik perhatian para politisi 
untuk diperbincangkan adalah tugas sebagai pemrakarsa pembuatan 
Undang-undang. Namun jika ditelaah secara kritis, maka tugas pokok 
yang pertama yaitu sebagai pengambil inisiatif pembuatan undang-
undang, dapat dikatakan telah mengalami kemunduran serius dalam 
perkembangan akhir-akhir ini. 
Sepanjang pemerintahan Orde Baru rasanya belum pernah ada 
undang-undang yang lahir dari inisiatif DPR, semua inisiatif berasal dari 
eksekutif, DPR tinggal mengesahkan saja. Sehingga sering muncul 
sindiran sinis terhadap DPR yang hanya sebagai “tukang stempel”. Peran 
DPR periode 1999-2004 yang paling menonjol adalah fungsi pengawasan 
terhadap eksekutif, sementara peran di bidang legislatif dan budget belum 
terlihat hasil yang menonjol. 
Biasanya, dalam berbagai konstitusi negara-negara berdaulat 
dimana-mana, memang diadakan perumusan mengenai tugas pembuatan 
undang-undang (legislasi) dan tugas pelaksanaan undang-undang itu 
(eksekutif) ke dalam dua kelompok pelembagaan yang menjalankan 
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peranan yang berbeda. Meskipun demikian apabila ditelaah secara 
mendalam, sesungguhnya tidak satupun teks konstitusi maupun praktek di 
manapun yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan legislatif dan 
eksekutif itu secara kaku. Baik dalam rumusan formal apalagi dalam 
kenyataan praktek, fungsi-fungsi legislatif dan eksekutif selalu bersifat 
tumpang tindih.2 
Setelah terjadi perubahan, beban tugas dan tanggung jawab DPR 
menjadi bertambah berat. Tetapi itulah yang seharusnya dilakukan karena 
salah satu fungsi DPR adalah menjalankan fungsi legislasi, disamping 
fungsi pengawasan dan budget. 
Perubahan pada masa reformasi ini, termasuk didalamnya yang 
diakomodasikan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Salah satunya 
adalah pemisahan antara lembaga legislatif dan eksekutif di daerah dalam 
suatu bentuk pemerintahan daerah. Sebelumnya kedua lembaga tersebut 
merupakan satu kesatuan yang disebut Pemerintah Daerah. Menyertai 
pemisahan kedua lembaga tersebut, maka kepada DPRD diberikan tugas, 
hak dan wewenang yang sangat luas dan bernuansa parlementarian. 
Justeru dengan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada DPRD 
(legislative heavy) malah memicu tejadinya konflik berkepanjangan antara 
Kepala Daerah dan DPRD3. Idealnya antara dua kekuasaan pemerintah 
daerah, yakni Kepala Daerah dan DPRD berlaku pola hubungan 
kemitraan terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan anggaran. 
Perubahan paradigma alokasi kekuasan di tingkat nasional 
berpengaruh pula pada alokasi kewenangan di daerah antara kepala 
daerah dengan DPRD. Sejalan dengan perubahan fungsi legislasi, di 
                                                          
2  Jimly Asshiddiqie, 1996, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen 
Dalam Sejarah Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, UI Press, Jakarta. 
Hlm. 95. 
3 Bambang Yudoyono, 2001, Otonomi Daerah :  Desentralisasi dan 
Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD, Pustaka Sinar Harapan, 
Jakarta. Hlm. 10 
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tingkat pusat, di tingkat daerah terjadi pula pergeseran titik kewenangan 
menyusun peraturan daerah. Semula berdasarkan Pasal 43 huruf (g) 
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dikemukakan bahwa Kepala Daerah 
mempunyai kewajiban mengajukan rancangan Peraturan Daerah dan 
menetapkannya sebagai peraturan daerah bersama dengan DPRD. 
Karena merupakan kewajiban, maka sebagian besar inisiatif pembuatan 
peraturan daerah berasal dari kepala daerah. Kebijakan ini sejalan 
dengan paradigma lama di tingkat nasional yang mengatur bahwa : 
“Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan membentuk 
Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. (Pasal 5 
ayat 1 UUD 1945 yang asli). 
Sejalan dengan perubahan paradigma berpemerintahan di tingkat 
nasional, kemudian muncul perubahan pada kebijakan pengaturan 
tentang pemerintahan daerah, antara lain tertuang dalam Pasal 95 ayat 
(1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Penyusunan Tata Tertib DPRD yang mengatur ; “DPRD memegang 
kekuasaan membentuk Peraturan Daerah“. Dengan demikian, kekuasaan 
membentuk peraturan daerah telah berpindah tangan, yang semula 
berada di tangan kepala daerah, sekarang berada di tangan DPRD.  
Paradigma yang digunakan Pasal 25 ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 
2004 adalah sejalan dengan paradigma yang digunakan menyusun Pasal 
20 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen), yaitu memisahkan fungsi legislasi 
dari fungsi eksekutif. Dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, 
selama ini kedua fungsi tersebut berada di satu tangan, yakni tangan 
kepala daerah. Meskipun demikian, kepala daerah masih diberi hak untuk 
mengusulkan pembuatan peraturan daerah. 
Penguatan fungsi legislasi bagi DPRD di satu sisi sejalan dengan 
semangat demokrasi, tetapi di sisi lain menimbulkan ketidakkonsistenan 
sistem. Penguatan fungsi legislasi di tangan DPRD di tingkat nasional 
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tepat dilakukan, karena antara DPR dengan Presiden merupakan dua 
lembaga yang terpisah. Di tingkat pemerintahan daerah, baik menurut 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 maupun Undang-Undang No. 32 
Tahun 2004, antara kepala daerah dan DPRD berada pada satu kotak, 
yakni kotak unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Penguatan fungsi 
legislasi di tingkat daerah yang sejalan dengan penguatan fungsi legislasi 
di tingkat nasional hanya cocok untuk konstruksi pemerintahan daerah 
berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, karena antara DPRD 
sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan terpisah dari Kepala 
Daerah dan Perangkat daerah Lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. 
Dalam perspektif ketentuan konstitusional ini, pada bidang legislasi 
ditingkat pemerintahan daerah terlihat pada ketentuan Pasal 69 UU No.22 
Tahun 1999, bahwa; Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas 
persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan 
penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. Hal ini dalam UU No.32 Tahun 2004 menentukan, bahwa : 
Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur 
atau Bupati/Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur 
atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. 
Membandingkan ketentuan mengenai pembentukan Perda antara 
UU No.22 Tahun 1999 dengan UU No.32 Tahun 2004, maka meskipun 
kedua undang-undang tersebut sama-sama menganut paham, bahwa 
meskipun DPRD diposisikan sebagai pemegang kekuasaan membentuk 
Perda, tetapi ada perbedaannya, antara lain yakni : Pertama: Pada UU 
No.22 Tahun 1999, Kepala Daerah menetapkan Perda atas persetujuan 
DPRD, sedangkan pada UU No.32 Tahun 2004, Kepala Daerah akan 
menetapkan Perda setelah mendapat persetujuan bersama antara DPRD 
dan Kepala Daerah. Kedua, Pada UU No.22 Tahun 1999 tidak terdapat 
ketentuan adanya ketentuan yang mengatur bila Kepala Daerah tidak 
menetapkan Perda yang telah disetujui DPRD. Sementara dalam UU 
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No.32 Tahun 2004 diatur, bahwa apabila dalam jangka waktu 30 hari 
Kepala daerah tidak menetapkan Perda tersebut, maka Perda 
bersangkutan sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan 
memuatnya dalam Lembaran Daerah. 
Dengan demikian kedudukan atau eksistensi suatu Peraturan 
Daerah yang dibentuk di bawah kerangka UU No.22 Tahun 1999 dan 
yang dibentuk di bawah UU No.32 tahun 2004 adalah sama, namun 
berbeda dalam mekanisme   persetujuan dan penetapannya. Meskipun 
pembentukan dan/atau penyusunan Peraturan Daerah dalam rumusan 
kedua undang-undang dimaksud sama-sama dirumuskan dengan kalimat 
“bersama-sama”, tetapi makna dan prosesnya tidak sama.  
Memahami eksistensi dan mekanisme pembentukan Perda 
sebagaimana dikemukakan di atas, maka sangat penting artinya bagi kita 
dalam memahami Perda sebagai produk hukum. Dengan adanya 
perbedaan tugas dan fungsi yang jelas antara Kepala Daerah dan DPRD 
sebagaimana diatur dalam UU No.22 tahun 1999 maupun UU No.32 
Tahun 2004, dimana DPRD bukan lagi dipandang sebagai Pemerintah 
Daerah, tetapi sebagai badan legislatif daerah. DPRD dipisahkan dari 
Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD 
dan meningkatkan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada 
rakyat. Oleh karena itu, hak-hak DPRD cukup luas dan diarahkan untuk 
menyerap serta menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan 
Daerah dan melakukan fungsi pengawasan.  
Dipisahkannya DPRD dari Pemerintah Daerah, maka jelaslah bahwa 
pembentukan Peraturan Daerah merupakan wewenang DPRD dengan 
kata “kunci”, bahwa setiap Peraturan Daerah yang akan ditetapkan Kepala 
Daerah harus atas persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala 
Daerah. Dalam hubungan ini, arti Kepala Daerah menetapkan Peraturan 
Daerah sangat berbeda fungsinya sewaktu UU No. 22 Tahun 1999 masih 
berlaku. Disyaratkan adanya persetujuan bersama antara DPRD dan 
Kepala Daerah atas suatu Ranperda menjadi Perda adalah petunjuk bagi 
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posisi Kepala Daerah dan DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah 
sebagaimana telah dinyatakan dalam undang-undang, bahwa salah satu 
tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk Perda yang dibahas 
bersama dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama. 
Istilah persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah yang 
digunakan UU No,32 tahun 2004 dalam pembentukan Perda adalah 
jawaban atas sisa permasalahan yang dikandung Undang-undang No.22 
Tahun 1999 yang tidak memberikan penjelasan atas tafsiran mengenai 
kata “bersama-sama” dalam Pasal 18 ayat 1 huruf (d). Dengan demikian 
untuk masa yang akan datang dapat dihindarkan saling lepas tanggung 
jawab atas suatu peraturan daerah yang telah dibuat apabila di dalamnya 
terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum.  Apabila 
eksistensi dan mekanisme pembentukan Perda sudah memiliki kejelasan 
dan persoalan-persolannya sudah terselesaikan, maka pembentukan 
suatu Perda tidak dapat dilepaskan dari kedudukan dan fungsinya.  
Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 kedudukan dan fungsi Perda 
adalah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran 
lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, 
sedangkan berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, maka pembentukan 
Perda adalah untuk : 
1. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 
provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan 
2. Perda dibentuk merupakan penjabaran lebih lanjut dari 
perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan 
ciri khas masing-masing daerah. 
3. Perda yang dibentuk dilarang bertentangan dengan kepentingan 
umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 
 
Secara umum yang dimaksudkan dengan fungsi legislasi adalah 
fungsi untuk membuat peraturan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 42 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa : 
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1. DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah 
yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan 
bersama. 
2. DPRD membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah 
tentang APBD bersama Kepala Daerah. 
Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai 
kepentingan para pihak pemangku kepentingan (stakeholders), untuk 
menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. 
Oleh karena itu fungsi ini dapat mempengaruhi karakter dan profil daerah 
melalui peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu, sebagai 
produk hukum daerah maka peraturan daerah merupakan komitmen 
bersama para pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai 
kekuatan paksa (coercive). Dengan demikian fungsi legislasi mempunyai 
arti yang sangat penting untuk menciptakan keadaan masyarakat yang 
diinginkan (sebagai social engineering) maupun sebagai pencipta keadilan 
sosial bagi masyarakat     
Melalui fungsi legislasi ini sesungguhnya menempatkan DPRD pada 
posisi yang sangat strategis dan terhormat, karena DPRD ikut 
menentukan keberlangsungan dan masa depan daerah. Hal ini juga harus 
dimaknai sebagai amanah untuk memperjuangkan dan meningkatkan 
kesejahteraan rakyatnya. 
Akan tetapi dalam kenyataan menunjukkan bahwa, peraturan daerah 
itu didominasi pembuatan atau prakarsa rancangannya oleh pemerintah 
daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/kota. Demikian halnya di 
Kabupaten Soppeng, sebahagian besar peraturan daerah merupakan 
rancangan dari pemerintah kabupaten/kota yang kemudian dibahas 
bersama di DPRD, jadi rancangannya bukan dari DPRD yang merupakan 
badan legislatif. 
Pemerintahan daerah merupakan level pemerintahan yang langsung 
berhubungan dengan kehidupan masyarakat di daerah. Dengan kata lain 
Pemerintahan Daerah merupakan ujung tombak pemerintahan. Karena 
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itu, proses demokratisasi seharusnya dimulai dari struktur pemerintahan 
daerah yang secara lebih aktif melibatkan partisipasi masyarakat dalam 
pembuatan kebijakan. Demikian juga dalam proses pembuatan Peraturan 
Daerah, faktor kedekatan wilayah dari Pemda dan masyarakat yang 
dinaunginya seharusnya menjadi faktor yang membuat keterlibatan 
masyarakat dalam pembuatan aturan daerah lebih besar baik dari segi 
kuantitas maupun kualitasnya.  
Namun, banyak studi menunjukkan bahwa hingga saat ini tingkat 
partisipasi masyarakat di dalam pembuatan Perda masih sangat minim. 
Akibatnya, banyak Perda yang dinilai “bermasalah” karena dalam 
prakteknya banyak membatasi hak ataupun menambah kewajiban 
masyarakat yang ada di daerah tersebut, yang sebenarnya tidak diatur di 
dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (baik itu Undang-
Undang Dasar maupun Undang-Undang).4    
Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan Perda akan 
memberikan sumbangan positif, diantaranya memberikan landasan yang 
lebih kuat dan lebih baik dalam pembuatan kebijakan publik, peningkatan 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah, dan terakhir 
memperdalam pengetahuan masyarakat sekaligus sebagai bagian dari 
sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku di daerah.5 
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul 
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah 
fungsi DPRD Kabupaten Soppeng dalam pembentukan   perda yang 
Partisipatif ? serta faktor-faktor apakah yang menghambat pada 
pembentukan peraturan daerah yang partisipatif di Kabupaten Soppeng ?  
 
                                                          
4 Siti Zuhro, R. dkk, 2010, Kisruh Peraturan Daerah, Mengurai Masalah 
dan Solusinya, The Habibie Center bekerja sama dengan Penerbit Ombak, 
Yogyakarta.Hal. 18.    
5 Ibid. Hal. 19. 
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PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 
SOPPENG DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) 
PARTISIPATIF 
Fungsi legislasi DPRD merupakan salah satu dari tiga pilar fungsi 
DPRD yang strategis, terutama setelah digulirkannya otonomi yang luas, 
nyata dan bertanggung jawab melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 
1999 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diserahkannya kewenangan 
untuk mengatur (regulende) dan mengurus (besturende) urusan rumah 
tangga sendiri kepada daerah maka berimplikasi langsung terhadap 
dinamika pembentukan regulasi atau Peraturan Daerah (Perda). 
Sekalipun  secara normatif kewenangan membentuk Perda 
diamanatkan kepada DPRD bersama Kepala Daerah, namun sentrum 
pembentukan Perda tetap diisyaratkan bertumpu pada Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-
undang No. 10 Tahun 2004, bahwa: 
Apabila dalam satu masa sidang, gubernur atau bupati/walikota dan 
dewan perwakilan rakyat daerah menyampaikan rancangan peraturan 
daerah, mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah 
rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh dewan perwakilan 
rakyat daerah, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan 
oleh gubernur atau bupati/walikota digunakan sebagai bahan untuk 
dipersandingkan. 
Dari data yang diperoleh penulis dari DPRD, bahwa sejak tahun 
2005 sampai dengan 2011 Perda yang dihasilkan sebanyak 56 Perda, 
dimana Perda yang berasal dari usul Pemerintah Daerah sebanyak 49 
Perda atau 87,5 %, sedangkan Perda yang berasal dari inisiatif DPRD 
sebanyak 7 Perda atau 12,5 %. Dengan demikian dalam kurun waktu 7 
tahun DPRD Kabupaten Soppeng hanya mampu menghasilkan 7 Perda 
yang berasal dari inisiatif DPRD.  
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Kesenjangan jumlah Perda yang dihasilkan, antara Perda yang 
berasal dari usul Pemerintah Daerah disatu sisi dan Perda yang berasal 
dari inisiatif DPRD di sisi yang lain. Bahkan pada tahun 2005 tidak ada 
satupun Perda yang berasal dari inisiatif DPRD, maka menurut penulis 
salah satu penyebabnya disebabkan oleh sumber daya manusia dari 
anggota DPRD itu sendiri yang sebahagian besar anggota DPRD berlatar 
belakang pendidikan non hukum.  
Namun sebaliknya, jumlah peraturan daerah di Kabupaten 
Soppeng yang sebahagian besar berasal dari usulan Pemerintah Daerah 
karena hal itu langsung terkait dengan bidang kerja pada masing-masing 
Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).  
Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa sumber, 
menunjukkan bahwa salah satu penyebab sehingga sebahagian besar 
peraturan daerah di Kabupaten Soppeng adalah usulan Pemerintah 
Daerah karena merupakan fungsi yang berkaitan secara khusus dengan 
pelaksanaan otonomi daerah yaitu untuk membangun daerahnya sesuai 
dengan kekhususan masing-masing daerah dalam rangka pembangunan 
dan untuk meningkatkan kesejahteraan daerah.  
Sedangkan peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD 
masih sangat terbatas disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan 
pengetahuan dari anggota DPRD Kabupaten Soppeng mengenai 
pembentukan peraturan daerah       
Jika diklasifikasi berdasarkan Periodisasi masa jabatan DPRD 
Kabupaten Soppeng dalam 2 (dua) Periode terakhir yakni DPRD Periode 
2004-2009 dan DPRD Periode 2009-2014 akan terlihat bahwa pada 
Periode 2004-2009 jumlah Perda yang dihasilkan sebanyak 43 Perda, 
dimana Perda yang berasal dari usul Pemerintah Daerah sebanyak 38 
atau 88,3 %, sedangkan Perda yang berasal dari inisiatif DPRD hanya 
sebanyak 5 (lima) Perda atau 11,7 %. Sementara pada Periode 2009-
2014 Perda yang dihasilkan sebanyak 13 Perda, dimana yang berasal dari 
usul Pemerintah Daerah sebanyak 11 Perda atau 84,6 %, sedangkan 
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Perda yang berasal dari inisiatif DPRD sebanyak 2 (dua) Perda atau 15,4 
%. 
Hal ini menunjukan bahwa hak inisiatif anggota DPRD kurang 
digunakan secara optimal dalam bidang legislasi atau pembentukan 
Perda. Padahal sejak adanya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang 
diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 keberadaan dan 
fungsi DPRD menjadi semakin kuat.  
Mengenai keberadaan Badan Legislasi, Andi Wadeng6 
mengemukakan bahwa dengan adanya Badan Legislasi yang merupakan 
amanat PP No. 16 Tahun 2010, maka Badan Legislasi diberikan tugas 
penting yaitu, Pertama, melakukan telaah atau pengkajian suatu ranperda 
baik inisiatif DPRD atau usul eksekutif untuk mengkaji apakah ranperda 
tersebut dinginkan oleh masyarakat, dan apakah menjadi kewenangan 
Kabupaten serta apakah ada perintah undang-undang baik terang-
terangan maupun diam-diam dan tidak bertentangan dengan peraturan 
yang lebih tinggi. Kedua, mengkaji segala Perda yang telah ada apakah 
masih efektif ataukah masih sah tetapi tidak bisa dijalankan atau yang 
secara substansi dibatalkan. 
Penguatan fungsi legislasi DPRD sejak berlakunya otonomi daerah 
di bawah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-undang  Nomor 22 
Tahun 2003 yang diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 
2009 yang disertai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 
mengandaikan agar anggota DPRD dapat lebih aktif dan produktif dalam 
mengaktualisasikan fungsi legislasi yang dimilikinya. 
Selama ini fungsi legislasi sering dilaksanakan dalam mekanisme 
konvensional yang masih cenderung mirip dengan apa yang dilakukan 
sebelum pelaksanaan otonomi luas, yaitu bergerak pasif. DPRD 
                                                          
6 Wawancara dengan Ketua Badan Legislasi DPRD Kabupaten 
Soppeng, Tanggal 9 Juni 2016 
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menerima usulan Ranperda dari eksekutif, kemudian membahasnya 
hingga disetujui menjadi sebuah Perda. 
Padahal pelaksanaan hak inisiatif dalam membentuk Perda oleh 
DPRD tidak saja mempertegas keberadaan DPRD sebagai lembaga 
pemerintahan daerah yang diberikan fungsi eksklusif di bidang legislasi 
oleh undang-undang tetapi lebih jauh merupakan bentuk manifestasi 
kemampuan anggota DPRD dalam mengaktualisasikan fungsi 
representasi DPRD secara aktif.  
Menurut Sudirman7 tahapan pembentukan peraturan daerah di 
DPRD Kabupaten Soppeng sesuai yang diamanatkan oleh PP No. 16 
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
tahapan itu meliputi ; 
a) Tahap Perencanaan, tahap pertama dalam pembentukan peraturan 
daerah diawali dengan tahap perencanaan yang  dituangkan dalam 
bentuk Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Soppeng yang 
disusun secara berencana, terpadu dan sistematis berdasarkan 
kebutuhan daerah.  
b) Tahap Perancangan yaitu tahapan pembentukan peraturan daerah 
yang meliputi tahapan perumusan rancangan peraturan daerah 
(raperda) yang mengacu pada naskah akademik, hasil naskah 
akademik menjadi bahan pembahasan dalam rapat konsultasi untuk 
memantapkan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah. 
Tahapan selanjutnya pembentukan tim asistensi yang berguna untuk 
membahas / menyusun materi raperda dan melaporkannya kepada 
kepala daerah dengan segala permasalahan yang dihadapi, tahapan 
selanjutnya adalah konsultasi raperda dengan pihak-pihak terkait, dan 
selanjutnya persetujuan raperda oleh kepala daerah. 
                                                          
7 Wawancara dengan Kabag Persidangan / Perundang-undangan DPRD 
Kabupaten Soppeng, tanggal 10 Juni 2016 
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c) Tahap Pembahasan, yaitu tahapan pembahasan raperda yang 
dibahas oleh DPRD dengan kepala daerah untuk mendapatkan 
persetujuan bersama, pembahasan tersebut dilakukan melalui 2 (dua) 
tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan 
tingkat II. 
d) Tahap Pengundangan, yaitu tahapan yang dilakukan setelah perda 
ditetapkan lalu ditempatkan pada Lembaran Daerah oleh Sekretaris 
Daerah, sedangkan Penjelasan Perda dicatat dalam Tambahan 
Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Biro hukum 
Sekretariat Daerah.  
Selanjutnya rancangan peraturan daerah yang telah disetujui 
bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan 
DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan 
daerah. Perda yang telah ditetapkan selanjutnya diundangkan dengan 
menempatkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah 
(Sekda) sedangkan penjelasan Perda dicatat dalam Tambahan 
Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Biro Hukum 
dengan tujuan agar semua orang mengetahuinya. 
e) Tahap Sosialisasi, yaitu tahap yang dilaksanakan dengan tujuan agar 
masyarakat mengetahui tentang peraturan daerah yang baru disahkan. 
Meskipun perda telah diundangkan dalam lembaran daerah, namun 
belum cukup menjadi alasan untuk menganggap bahwa masyarakat 
telah mengetahui eksistensi perda yang baru disahkan dan 
diundangkan.  Tahapan sosialisasi yang biasa dilaksanakan DPRD 
Kabupaten Soppeng adalah seminar dan lokakarya tentang peraturan 
daerah yang akan dibentuk, melakukan sosialisasi dengan cara 
menyebarluaskan melalui tabloid / majalah yang terbit dan beredar di 
Kabupaten Soppeng, mengundang tokoh-tokoh masyarakat dalam 
musyawarah rencana pembangunan (Musrembang), mengundang dari 
kalangan Akademisi, serta dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ; 
Dan  
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f) Tahap Evaluasi, yaitu tahap untuk mengetahui kelemahan dan 
kelebihan peraturan daerah yang sedang diberlakukan guna 
menentukan kebijakan apakah perda itu tetap dipertahankan atau perlu 
direvisi. 
 
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PADA PEMBENTUKAN 
PERATURAN DAERAH (PERDA) PARTISIPATIF 
Faktor Sumber Daya Manusia 
Telah dikemukakan sebelumnya bahwa Sumber Daya Manusia 
berkaitan dengan kemampuan masing-masing anggota DPRD Kabupaten 
Soppeng dalam mengartikulasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat 
melalui fungsi-fungsi pokok yang dimilikinya. 
Berkaitan dengan fungsi legislasi ini termasuk diantaranya 
penggunaan hak inisiatif dalam membentuk peraturan daerah maka 
kompetensi Sumber Daya Manusia yang dimiliki adalah menyangkut daya 
persepsi anggota DPRD terhadap masyarakat dan masalah yang 
dihadapi, serta kepentingan pihak yang diwakili oleh setiap anggota DPRD 
yang nantinya diformulasikan dalam sebuah bentuk peraturan daerah 
melalui keterampilan legislatif drafting. 
Mengenai tingkat pendidikan anggota DPRD Kabupaten Soppeng 
Periode 2009-2014, yang telah dioleh penulis menunjukkan bahwa masih 
terdapat sebanyak 23,4 % anggota DPRD Kabupaten Soppeng yang 
tingkat pendidikan SLTA/Sederajat, akan tetapi masih di dominasi oleh 
anggota DPRD dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 60,0 % anggota 
DPRD dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 13,3 %, dan Diploma 
sebanyak 3,3%. 
Jika dikategorisasikan lagi berdasarkan latar belakang pendidikan 
anggota DPRD Kabupaten Soppeng antara yang berlatar pendidikan 
hukum dan non hukum, bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan 
anggota DPRD Kabupaten Soppeng di dominasi oleh anggota DPRD 
yang berlatar belakang non hukum (96,7 %), sedangkan yang berlatar 
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belakang hukum sebanyak 3,3 %. Hal ini tentu berpengaruh pada kualitas 
dan kemampuan legislatif drafting DPRD Kabupaten Soppeng pada 
umumnya yang secara kompetensi formil berkaitan dengan latar belakang 
pendidikan hukum.  
Kaitan dengan pendidikan formal anggota DPRD Kabupaten 
Soppeng, seperti dikemukakan pada data Tabel 14 di atas menunjukan 
pada keadaan yang baik. Sekalipun data menunjukan masih terdapat 23,4 
% anggota DPRD Kabupaten Soppeng yang tingkat pendidikan 
SLTA/Sederajat, akan tetapi masih di dominasi oleh anggota DPRD 
dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 60,0 % dan Diploma 3,3 % 
bahkan terdapat anggota DPRD dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 
13,3 %. Tingkat pendidikan formal serta latar belakang pendidikan yang di 
miliki oleh anggota DPRD Kabupaten Soppeng itu juga menjadi faktor 
penghambat pada kemampuan anggota DPRD dalam pembentukan 
peraturan daerah yang partisipatif.  
Untuk itulah, disamping pendidikan formal yang dimiliki oleh anggota 
DPRD, pengalaman sebelum menjadi anggota DPRD dapat menjadi 
landasan bagi pemahaman anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya 
sebagai anggota lembaga pemerintahan daerah yang memiliki fungsi 
legislasi. Apalagi berdasarkan latar belakang pendidikan formal anggota 
DPRD Kabupaten Soppeng didominasi oleh anggota DPRD yang berlatar 
belakang non hukum (sebanyak 96,7%). Pemahaman yang dimaksud 
adalah seberapa besar anggota DPRD dapat mengerti dan memahami 
berbagai permasalahan, kebutuhan, dan berbagai opini yang berkembang 
di masyarakat yang nantinya dapat diartikulasikan pada kemampuan 
dalam merumuskan Perda Partisipatif. 
Faktor Anggaran 
Jika melihat faktor penghambat dari suatu pembentukan peraturan 
daerah yang partisipatif di Kabupaten Soppeng, maka faktor anggaran 
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juga merupakan salah faktor yang dapat dikatakan tidak mendukung 
pelaksanaan tersebut.  
Jika didasarkan pada besarnya anggaran yang dialokasikan untuk 
membentuk Perda dapat dikatakan telah memadai. Setiap Perda 
dianggarkan 150 Juta Rupiah untuk perda inisiatif DPRD ada tambahan 
50 Juta Rupiah untuk pembahasan naskah akademik. Anggaran tersebut 
belum membiayai tim ahli DPRD dan pendamping yang dianggarkan 
secara khusus. Berikut ini tanggapan responden yang telah diolah penulis 
mengenai anggaran yang dialokasikan untuk membentuk peraturan 
daerah yang partisipatif di Kabupaten Soppeng. Menunjukkan bahwa 
untuk menyusun peraturan daerah yang partisipatif di Kabupaten Soppeng 
sebagian besar responden menyatakan bahwa anggarannya tidak 
memadai (48,0 %) sedangkan yang menyatakan cukup memadai 
sebanyak 28,0 % dan yang menyatakan memadai (24,0%). Dengan 
demikian untuk menghasilkan suatu rancangan peraturan daerah / 
peraturan daerah partisipatif di Kabupaten Soppeng, maka pemerintah 
daerah seyogyanya mengeluarkan tambahan dana dari APBD untuk 
menghasilkan Ranperda / Perda partisipatif yang berkualitas. 
Walaupun DPRD Kabupaten Soppeng mengisyaratkan tentang dapat 
dilakukannya studi banding dengan persetujuan Pimpinan DPRD, tetapi 
studi banding menjadi favorit digunakan karena ada keuntungan ekonomis 
disitu. Padahal menurut hasil penelitian penulis, anggaran yang ada 
sebaiknya dialokasikan untuk memperluas dan memperdalam partisipasi 
masyarakat serta keterlibatan tim ahli dalam menyusun dan membahas 
Ranperda. 
Sebaiknya dengan anggaran yang memadai tersebut penjaringan 
aspirasi masyarakat secara substansial dapat dilakukan serta peranan tim 
ahli dapat dimaksimalkan dalam tahapan penyusunan dan pembahasan 
ranperda, sehingga dapat melahirkan produk ranperda ataupun Perda 
yang partisipatif dan berkualitas, seperti ranperda tentang Perencanaan 
Pembangunan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng. 
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PENUTUP 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka 
kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tahapan dalam Pembentukan Perda Partisipatif di Kabupaten 
Soppeng meliputi ; 
 Tahap Perencanaan yang dituangkan dalam bentuk Program 
Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Soppeng yang disusun secara 
berencana, terpadu dan sistematis,  
Tahap Perancangan yaitu tahapan pembentukan peraturan daerah 
yang meliputi tahapan perumusan rancangan peraturan daerah 
(raperda) yang mengacu pada naskah akademik, hasil naskah 
akademik menjadi bahan pembahasan dalam rapat konsultasi untuk 
memantapkan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah. 
Tahapan selanjutnya pembentukan tim asistensi yang berguna untuk 
membahas / menyusun materi raperda dan melaporkannya kepada 
kepala daerah dengan segala permasalahan yang dihadapi, tahapan 
selanjutnya adalah konsultasi raperda dengan pihak-pihak terkait, dan 
selanjutnya persetujuan raperda oleh kepala daerah.  
Tahap Pembahasan, yaitu tahapan pembahasan raperda yang 
dibahas oleh DPRD dengan kepala daerah untuk mendapatkan 
persetujuan bersama, pembahasan tersebut dilakukan melalui 2 (dua) 
tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan 
tingkat II. 
Tahap Pengundangan, yaitu tahapan yang dilakukan setelah perda 
ditetapkan lalu ditempatkan pada Lembaran Daerah oleh Sekretaris 
Daerah, sedangkan Penjelasan Perda dicatat dalam Tambahan 
Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah atau Kepala Biro hukum 
Sekretariat Daerah.  
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Tahap Sosialisasi, yaitu tahap yang dilaksanakan dengan tujuan 
agar masyarakat mengetahui tentang peraturan daerah yang baru 
disahkan ; dan  
Tahap Evaluasi, yaitu tahap untuk mengetahui kelemahan dan 
kelebihan peraturan daerah yang sedang diberlakukan guna 
menentukan kebijakan apakah perda itu tetap dipertahankan atau 
perlu direvisi.    
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi DPRD Kabupaten 
Soppeng dalam pembentukan peraturan daerah yang Partisipatif 
masih kurang optimal  hal ini ditandai dengan dari 56 Peraturan 
Daerah yang dihasilkan selama tahun 2005 sampai dengan 2011, 
hanya sebanyak 7 Perda atau 12,5 % yang berasal dari inisiatif 
anggota DPRD. Selain itu sekalipun sejak tahun 2010 Peraturan Tata 
Tertib DPRD Kabupaten Soppeng telah mengacu pada PP No. 16 
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib 
DPRD, akan tetapi DPRD dalam penyusunan naskah akademik dan 
ranperda masih belum memadai karena tidak sepenuhnya melibatkan 
partisipasi masyarakat. 
2. Faktor-faktor yang menghambat dalam membentuk Peraturan daerah 
yang partisipatif di Kabupaten Soppeng adalah:  
a) Sumber Daya Manusia, yakni latar belakang tingkat pendidikan 
formal anggota DPRD Kabupaten Soppeng yang didominasi oleh 
anggota DPRD yang berlatar belakang non hukum (sebanyak 
96,7%). Sehingga menyebabkan kemampuan anggota DPRD 
dalam pembentukan peraturan daerah yang partisipatif menjadi 
tidaf efektif.  
b) Faktor Anggaran, yakni problem penganggaran dalam pembuatan 
Perda terletak pada efektifitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran 
tersebut. Proses pembuatan Ranperda / Perda partisipatif masih 
bersifat mengandalkan “ritual” studi banding yang tentunya hanya 
menghabiskan anggaran. Padahal seyogyanya anggaran yang ada 
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dialokasikan untuk memperluas dan memperdalam partisipasi 
masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan sebuah 
Rancangan Peraturan Daerah. 
 
SARAN 
Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah: 
1. Anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi secara aktif 
berperan dalam membentuk Peraturan Daerah khususnya yang 
melibatkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya sebagaimana 
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pada 
waktu-waktu yang akan datang peraturan daerah di Kabupaten 
Soppeng didominasi oleh usulan / inisiatif dari DPRD. Sehingga fungsi 
DPRD dalam pembentukan perda partisipatif lebih efektif lagi. 
2. Untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat pada Pembentukan 
Peraturan Daerah yang partisipatif adalah dengan cara : 
a) Memberikan peluang sebesar-besarnya bagi anggota DPRD untuk 
mengikuti pendidikan non formal yang dapat berbentuk kursus 
keterampilan atau pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan 
proses pembentukan peraturan daerah (legal drafting) tersebut 
tanpa terkecuali. Jadi, meskipun sebahagian besar anggota DPRD 
berlatar belakang pendidikan non hukum, namun ditunjang oleh 
pengalaman dan keterampilan dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan itu akan dapat membuat anggota DPRD lebih 
efektif dalam menjalankan fungsinya dalam pembentukan peraturan 
daerah yang partisipatif. 
b) Menyangkut anggaran yang kurang memadai, maka sebaiknya 
anggaran DPRD yang disiapkan untuk proses pembentukan suatu 
peraturan daerah dialokasikan untuk memanfaatkan secara baik 
supporting system dan fasilitas lainnya yang telah disiapkan seperti 
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memaksimalkan peran Tim Ahli dan menggunakan fasilitas yang 
tersedia di Sekretariat DPRD seperti internet dan perpustakaan 
yang telah dianggarkan melalui APBD, sehingga pembentukan 
fungsi DPRD pada pembentukan Peraturan Daerah yang 
partisipatif di Kabupeten Soppeng lebih efektif. 
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